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Abstrak

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi administrasi publik di era digital
merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Pemerintah di seluruh dunia harus memberikan layanan publik yang efisien
dan transparan serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat yang cepat dan berubah.
Digitalisasi administrasi publik adalah solusi strategis untuk mengatasi keterlambatan birokrasi, kompleksitas data, dan
tuntutan keterbukaan informasi. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar terkait infrastruktur, kompetensi
SDM, regulasi, dan masalah keamanan siber. Untuk memahami berbagai kesulitan yang terkait dengan inovasi digital,
penelitian ini menjadi penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis inovasi digital yang digunakan dalam
administrasi publik dan menganalisis tantangan yang dihadapi selama transformasi ini. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan digitalisasi berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, menggunakan teknik studi pustaka dan analisis konten. Data yang
dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan artikel ilmiah yang relevan dianalisis
menggunakan teknik tematik untuk menemukan pola inovasi dan hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi
administrasi publik telah membawa banyak perubahan, termasuk sistem informasi terintegrasi, layanan daring (e-service),
dan penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, ada beberapa masalah yang
dihadapi. Ini termasuk perbedaan digital di antara wilayah, kekhawatiran budaya birokrasi, kebutuhan akan peraturan yang
lebih fleksibel, dan pelatihan digital yang menyeluruh untuk aparat negara. Ketidakmampuan untuk mempercepat reformasi
birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah transformasi administrasi publik di era digital. Digitalisasi
dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, responsif, dan inklusif, meskipun menghadapi
tantangan teknis dan kultural. Ini dapat dicapai melalui perencanaan strategis, dukungan kebijakan yang tepat, dan investasi
pada teknologi dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Transformasi Administrasi Publik, Digital, Inovasi dan Tantangan.

1. Latar Belakang

Dinamika tata kelola pemerintahan kontemporer mencakup transformasi administrasi publik, terutama dalam
konteks era digital yang terus berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara
negara berinteraksi satu sama lain, memberikan layanan, dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan
jelas (Hu et al., 2019; Salaiin et al., 2019). Di era komputer dan internet saat ini, administrasi publik harus menjadi
fleksibel dan kreatif saat membuat kebijakan, membuat pelayanan, dan menanggapi kebutuhan masyarakat yang
semakin kompleks dan berubah. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari struktur birokrasi konvensional ke
model pemerintahan digital yang menekankan kerja sama, keterbukaan, dan penggunaan teknologi sebagai alat
utama.

Digitalisasi administrasi publik memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
layanan publik. Teknologi digital dapat meminimalkan biaya operasional, menyederhanakan proses administrasi,
dan membuat akses ke informasi lebih mudah dan cepat (Jia et al., 2015; Myronchuk et al., 2020). Selain itu,
karena data dapat direkam dan diaudit secara real time, sistem digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Penggunaan sistem e-government, smart governance, dan platform digital lainnya telah menunjukkan bagaimana
kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.
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Namun demikian, transformasi ke digital sektor publik menghadapi banyak tantangan yang rumit. Ini termasuk
keterbatasan infrastruktur teknologi, keengganan aparatur birokrasi terhadap transformasi, dan ketimpangan
digital di Masyarakat (Ding et al., 2015; Siudek et al., 2018). Tidak cukupnya literasi digital di kalangan
pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu hambatan utama untuk menerapkan kebijakan digital secara
menyeluruh. Selain itu, keamanan data dan privasi menjadi masalah penting yang harus disikapi secara serius oleh
pemerintah ketika mereka mengelola administrasi berbasis teknologi.

Perbaikan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor publik sangat penting untuk mengimbangi kemajuan
teknologi (Wu & Hao, 2022; Xu et al., 2022). Untuk mendukung transformasi ini, karyawan pemerintah harus
memiliki keterampilan digital, pemahaman tentang data, dan pola pikir inovatif. Reorganisasi birokrasi dan
pelatihan adalah bagian penting dari pembentukan budaya kerja baru yang responsif terhadap perubahan zaman.
Kepemimpinan yang visioner juga penting untuk mendorong adopsi teknologi dan reformasi birokrasi yang
berkelanjutan.

Selain itu, dalam menghadapi era digital, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil,
dan akademisi. Karena transformasi digital memerlukan ekosistem yang terintegrasi dan partisipatif, sinergi lintas
sektor menjadi sangat penting. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan implementasi
program digital akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan (Katterbauer & Al Shehri, 2022; Muneer
& Sameer, 2015). Selain itu, kerja sama ini memungkinkan orang untuk berbagi pengetahuan dan inovasi, yang
membantu mempercepat penerapan teknologi dalam layanan publik.

Selain itu, era digital membawa harapan baru untuk pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis.
Pemerintah yang mahir menggunakan teknologi digital dapat lebih dekat dengan rakyatnya melalui platform
interaktif, layanan berbasis data, dan penyampaian aspirasi digital. Misalnya, gagasan pemerintah 4.0
mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang didasarkan
pada situasi lapangan (Li et al., 2016; Zhidkov, 2017). Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya
meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem administrasi publik.

Sebaliknya, perubahan kebijakan dan undang-undang diperlukan seiring pertumbuhan teknologi digital.
Pemerintah harus membuat peraturan yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi tanpa menghentikan inovasi.
Regulasi ini harus dapat memenuhi kebutuhan hak-hak digital warga negara, keamanan siber, dan perlindungan
data pribadi. Regulasi dalam situasi ini berfungsi sebagai bukan hanya alat untuk mengontrol tetapi juga sebagai
pendorong pertumbuhan inovasi digital dalam lingkungan birokrasi (Maatouk et al., 2019; Majumder et al., 2021).
Reformasi kelembagaan dan budaya organisasi di sektor publik harus sejalan dengan reformasi regulasi.

Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dalam penerapan administrasi digital. Pemerintah telah menerapkan
digitalisasi layanan publik melalui berbagai platform, termasuk e-budgeting, e-planning, dan e-katalog. Meskipun
ada kemajuan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan teknis dan non-teknis (Ding et al., 2016;
Turan et al., 2021). Untuk memahami sejauh mana transformasi digital administrasi publik di Indonesia berjalan,
dan bagaimana tantangan dan inovasi dapat dikelola secara strategis dan berkelanjutan, studi ini sangat penting.

Selain itu, penelitian ini akan membahas bagaimana pendekatan kreatif untuk pengelolaan administrasi publik
dapat membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dimiliki sistem birokrasi tradisional. Dengan melakukan
studi kasus, diharapkan dapat menemukan pola dan strategi terbaik untuk menerapkan teknologi digital dalam
layanan di tempat lain (Cheng et al., 2017; Z. Wang et al., 2018). Metode ini akan memberikan gambaran praktis
tentang keberhasilan, hambatan, dan efek nyata dari transformasi digital.

Akibatnya, kesadaran akan pentingnya memahami secara menyeluruh proses transformasi administrasi publik di
era digital adalah dasar dari penelitian ini. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada upaya inovatif yang dilakukan
oleh sektor publik, tantangan struktural dan kultural yang dihadapi, dan cara kerja kolaboratif dan kebijakan yang
dapat membantu digitalisasi birokrasi berhasil. Studi ini akan membantu membangun konsep administrasi publik
digital yang fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat
Indonesia di era revolusi industri 4.0.

2.Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai landasan metodologis utama karena dianggap
paling sesuai untuk mempelajari fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, seperti transformasi administrasi
publik di era digital (Cheng et al., 2017; Tiwari & Das, 2018). Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan
peneliti untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena dalam konteks aslinya tanpa mengubah variabel yang ketat
seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Peneliti berusaha untuk memahami bagaimana proses
digitalisasi birokrasi berlangsung, bagaimana nilai-nilai terbentuk atau berubah, dan bagaimana aktor-aktor dalam

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.433
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

450



Amas Mashudin
Jurnal Kecerdasan Buatan dan Bisnis Digital (RIGGS) Volume 4 Nomor 1, 2025

institusi pemerintah menanggapi perubahan teknologi. Tujuannya bukanlah mengukur jumlah atau statistik,
sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi makna, persepsi, dan strategi yang berkembang selama
proses transformasi yang kompleks dan bervariasi dalam administrasi publik.

Tujuan dari memilih metode kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia
birokrasi dari perspektif orang-orang yang langsung terlibat dalam proses transformasi digital (Chen, 2020; Qian
et al., 2017). Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, birokrasi mengalami perubahan dalam hal operasional dan
model kepemimpinan, serta interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan
kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk membedah elemen-elemen tersebut secara menyeluruh. Pendekatan ini
memungkinkan untuk mempelajari secara menyeluruh mekanisme yang mendasari perubahan. Selain itu, karena
metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam proses pengumpulan dan analisis data, peneliti dapat menangkap
kompleksitas inovasi yang sulit diukur secara kuantitatif.

Tiga metode utama digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dokumentasi,
dan wawancara mendalam. Studi pustaka digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan memahami konsep-
konsep penting dalam transformasi administrasi publik seperti digital governance, e-government, dan smart
bureaucracy. Dokumen yang dianalisis termasuk regulasi pemerintah, laporan evaluasi kebijakan digital, dan
rencana transformasi digital sektor public (Gong et al., 2021; Sun et al., 2016). Selain itu, narasumber seperti
pejabat birokrasi, pengembang TI, dan akademisi yang mempelajari administrasi publik diwawancarai secara
menyeluruh. Teknik pengumpulan data ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah
kontekstual, kaya, dan mendalam.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan daftar pertanyaan terbuka yang dapat
disesuaikan. Informan penting terdiri dari kepala dinas, staf Tl, dan pejabat pelayanan publik di lembaga
pemerintah yang sedang atau telah menerapkan digitalisasi. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan
akademisi yang berfokus pada masalah teoritis dan kritis terkait administrasi publik digital (Muneer & Sameer,
2017; X. Wang et al., 2015). Tujuan wawancara ini adalah untuk mempelajari pengalaman nyata di lapangan,
mendapatkan pemahaman tentang metode implementasi, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana transformasi
digital memengaruhi birokrasi.

Selain analisis, penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalami
fenomena digitalisasi secara lebih spesifik pada bagian pemerintahan tertentu yang dianggap berhasil dalam
menerapkan inovasi digital (Hoang et al., 2016; Qi et al., 2015). Misalnya, pemerintah kota yang menerapkan
smart city atau lembaga pelayanan publik yang menerapkan sistem layanan elektronik secara menyeluruh. Studi
kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari secara menyeluruh hubungan antar pihak, struktur organisasi,
mekanisme kerja, dan hasil digitalisasi.

Sebagaimana diusulkan oleh Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui langkah-langkah interaktif
seperti pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data direduksi dengan memilih informasi
yang relevan dari data awal dan mengaturnya sesuai dengan masalah, inovasi, dan strategi birokrasi. Data disajikan
secara sistematis dalam bentuk cerita tematik dan ilustrasi jika diperlukan. Sepanjang proses penelitian, menarik
kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus memverifikasi data baru dan informasi yang sudah ada.

Terdapat tiga jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan valid dan dapat di andalkan yaitu triangulasi sumber (menggunakan berbagai narasumber),
triangulasi metode (menggunakan dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara), dan triangulasi teori
(menginterpretasikan data dengan teori administrasi publik digital). Triangulasi ini sangat penting untuk
memastikan bahwa hasil penelitian tidak bias, mencerminkan fakta dari berbagai sudut pandang, dan
meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Digitalisasi pemerintahan telah diterapkan secara signifikan di beberapa wilayah. Lokasi dipilih berdasarkan
ukuran keberhasilan penerapan teknologi informasi, contohnya, kota dengan status smart city atau wilayah yang
menerima penghargaan untuk pelayanan digital. Peneliti juga memilih lokasi berdasarkan keterjangkauan, akses
ke informan, dan keterbukaan data (Muneer & Sameer, 2017; Qi et al., 2015). Aktor internal birokrasi (pejabat
dan staf) dan eksternal (pengguna layanan dan pengamat kebijakan publik) adalah subjek penelitian.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang terdiri dari teori digital governance,
difusi inovasi, dan new public service. Teori digital governance menjelaskan perubahan struktur dan proses
pemerintahan yang didorong oleh teknologi, dan difusi inovasi menunjukkan bagaimana konsep digitalisasi
menyebar di dalam birokrasi. Teori new public service membantu memahami bagaimana orientasi birokrasi
berubah dari model hierarkhis.
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Secara keseluruhan, tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam,
kritis, dan sistematis tentang transformasi administrasi publik di era digital (Shen, Dai, Gao, et al., 2015; Shen,
Dai, Shim, et al., 2015). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah untuk teori administrasi
publik serta memberikan saran praktis untuk perumusan kebijakan yang lebih baik. Mereka juga berharap dapat
memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan teori administrasi publik.

3. Hasil dan Diskusi
3.1 Hasil

Dalam era digital, administrasi publik mengalami transformasi sebagai tanggapan terhadap perubahan
fundamental dalam cara orang berinteraksi dengan pemerintah. Digitalisasi telah membawa harapan baru untuk
pelayanan publik yang cepat, jelas, dan efektif. Pemerintah tidak lagi dapat bergantung pada sistem birokrasi
tradisional yang lambat dan terpecah-pecah. Pendekatan berbasis teknologi sekarang menjadi penting untuk
membangun tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. Transformasi ini memerlukan strategi
terstruktur yang melibatkan tidak hanya adopsi teknologi, tetapi juga pergeseran budaya organisasi dan penguatan
kapasitas sumber daya manusia.

Berbagai aktor pemerintahan harus berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan yang mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sebagai akibat dari transformasi digital. Itu tidak hanya tentang
mengubah sistem manual menjadi digital, itu juga tentang bagaimana teknologi mengubah cara orang berpikir,
membuat layanan, dan membangun hubungan antara negara dan warganya. Di sinilah muncul tantangan besar
yaitu bagaimana pemerintah dapat menyelaraskan modernisasi teknologi dengan prinsip pelayanan publik seperti
keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi.

Digitalisasi administrasi publik juga membawa tantangan teknis dan struktural saat dilaksanakan. Tantangan
struktural berasal dari budaya birokrasi yang kaku, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan dalam
kepemimpinan digital. Di sisi lain, tantangan teknis mencakup integrasi sistem, interoperabilitas data antar
instansi, serta keamanan informasi yang rentan terhadap serangan siber. Meskipun masalah-masalah ini tidak dapat
diatasi secara parsial, mereka membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan sistemik, yang mencakup elemen
undang-undang dan tata kelola organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu mengubah administrasi publik menjadi digital
adalah mereka yang mampu membangun kerangka kebijakan yang fleksibel dan inklusif. Sebagai dasar untuk
kerja sama lintas sektor, kerangka ini mencakup pembangunan infrastruktur digital yang merata, pengembangan
sistem digital yang berpusat pada pengguna (berpusat pada warga), dan penerapan keterbukaan data pemerintah
(data pemerintah terbuka). Inisiatif SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) telah memulai transformasi
pemerintahan menjadi digital di Indonesia, tetapi masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya
di berbagai daerah.

Temuan penting lainnya adalah bahwa inovasi dalam pelayanan publik seringkali datang dari pemerintah daerah
yang berani bereksperimen dan membuat solusi lokal berbasis teknologi, daripada dari tingkat pusat. Misalnya,
penggunaan aplikasi pelayanan publik berbasis Android di sejumlah kota telah mempercepat proses administrasi
yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari. Namun, kepemimpinan lokal yang baik, kerja sama dengan sektor
swasta, dan dukungan kebijakan nasional sangat penting untuk keberhasilan inovasi ini.

Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk sukses
transformasi digital pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kapasitas yang terbatas untuk digitalisasi,
khususnya untuk lembaga pemerintah di daerah terpencil. Meskipun ada kebijakan nasional yang mendorong e-
government, banyak daerah masih belum sepenuhnya siap untuk menerapkannya, karena kekurangan infrastruktur
dan sumber daya manusia.

Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki situasi ini, seperti pengembangan aplikasi
mobile untuk akses layanan publik, digitalisasi data kependudukan, dan penggunaan platform online untuk
pengajuan izin usaha. Tujuan dari program-program ini adalah untuk mengurangi kemacetan birokrasi dan
meningkatkan transparansi pemerintahan. Namun, hasilnya bervariasi tergantung pada kesiapan masing-masing
daerah untuk perubahan dan bagaimana mereka mengelolanya.

Sebaliknya, tantangan terbesar dalam transformasi digital administrasi publik adalah mengatasi resistensi terhadap
perubahan dari para aparatur pemerintahan. Birokrasi yang mapan seringkali menjadi penghalang utama dalam
adopsi teknologi baru. Pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi publik biasanya terikat pada prosedur yang
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sudah lama, sehingga mereka enggan beralih ke sistem digital yang dianggap lebih kompleks dan memerlukan
pelatihan tambahan.

Ketidakpastian hukum pemerintah tentang penggunaan teknologi juga menjadi masalah. Meskipun ada banyak
inisiatif yang bertujuan untuk mendigitalkan sektor publik, kebijakan yang ada tidak semuanya jelas dan terpadu.
Kebijakan saat ini seringkali mengabaikan masalah terkait keamanan data, penyalahgunaan teknologi, dan
perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi
masalah ini, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan dapat diandalkan untuk menggunakan teknologi
digital dalam pemerintahan.

Beberapa negara maju telah menerapkan e-Government, yang merupakan salah satu keberhasilan besar dari
transformasi digital. Sistem ini memungkinkan orang untuk mengakses layanan administrasi pemerintah secara
lebih cepat dan transparan, yang telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional pemerintah.
Negara-negara seperti Singapura dan Estonia, yang memiliki kebijakan digitalisasi yang matang, dapat menjadi
model bagi negara lain untuk mengikuti jejak mereka.

Meskipun digitalisasi administrasi publik memiliki banyak manfaat, membangun kepercayaan publik terhadap
sistem baru ini merupakan tantangan tambahan. Sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, di
antaranya melalui kebijakan yang mengatur transparansi penggunaan data dan perlindungan hak digital warga
negara. Banyak orang masih ragu untuk menggunakan layanan digital karena kekhawatiran tentang privasi dan
penyalahgunaan data pribadi.

Dalam transformasi digital ini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga sangat penting. Sebagai contoh,
sektor swasta dapat berpartisipasi dalam menyediakan solusi teknologi yang dapat digunakan pemerintah. Dengan
kerja sama ini, efisiensi dan kecepatan implementasi sistem digital yang efisien akan meningkat. Sebaliknya,
sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar keadilan
dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data besar, atau big data, sangat penting untuk
perencanaan kebijakan pemerintah. Analisis data yang lebih canggih dapat membantu dalam memprediksi tren
sosial-ekonomi, membuat kebijakan yang lebih relevan, dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat.

Namun, pengumpulan dan penggunaan data publik juga menimbulkan tantangan baru, seperti masalah etika dan
privasi. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sangat ketat untuk melindungi data dan hak privasi agar
teknologi tidak disalahgunakan. Ini karena pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan data
pribadi serta menghindari penggunaan data yang dapat merugikan orang.

Dari perspektif transparansi, digitalisasi memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses informasi
pemerintah. Sistem yang terintegrasi memungkinkan orang untuk mengakses informasi seperti laporan Kinerja,
anggaran, dan kebijakan publik, yang sebelumnya sulit diakses. Ini dapat mendorong warga negara untuk
berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
kualitas pemerintahan.

Aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan orang untuk memantau status administrasi, membayar pajak, dan
mengajukan izin adalah salah satu inovasi yang menarik. Aplikasi seperti ini sangat membantu, terutama di daerah
yang jauh dari pusat pemerintahan. Aplikasi ini memungkinkan semua orang memiliki akses ke layanan publik
tanpa terbatas jarak dan waktu. Namun, masyarakat yang kurang teredukasi masih menghadapi kesulitan untuk
mengadopsi teknologi.

Pengelolaan sumber daya manusia adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sistem administrasi
berbasis digital. Aparatur pemerintah harus dilatih untuk mengelola sistem digital yang kompleks dan memastikan
bahwa layanan publik tetap beroperasi dengan baik. Selain itu, karena data publik sangat rentan terhadap peretasan
dan penyalahgunaan, peserta pelatihan harus memahami etika penggunaan teknologi dan keamanan siber.

Kesuksesan transformasi digital administrasi publik sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk
menciptakan lingkungan yang mendorong diskusi lintas sektor dan inovasi. Pemerintah harus membuat kebijakan
yang fleksibel untuk merespons dengan cepat perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu,
pemerintah harus mendukung penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik.

Sebagai kesimpulan sementara, meskipun transformasi digital administrasi publik menghadirkan banyak peluang,
masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Sangat penting untuk memastikan adopsi teknologi dilakukan
dengan hati-hati dengan mengutamakan efisiensi, transparansi, dan perlindungan hak individu. Selain itu, agar
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pemerintah dapat menangani perubahan yang pesat ini dengan baik, diperlukan dukungan kebijakan yang
komprehensif dan pendekatan yang holistik.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih terencana dalam
merencanakan dan melaksanakan transformasi digital administrasi publik, dengan mengutamakan peran yang
dimainkan oleh sektor swasta dan masyarakat dalam proses tersebut. Ke depan, digitalisasi sektor publik harus
menjadi cara untuk mempercepat pembangunan yang adil, efisien, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi
masyarakat.

3.2 Diskusi

Proses transformasi administrasi publik di era digital sangat kompleks dan beragam. Selain mengubah sistem
manual menjadi digital, perubahan ini juga mencakup perbaikan nilai-nilai, struktur kelembagaan, dan pola
hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam era modern, birokrasi harus lebih responsif, terbuka, dan
inovatif dalam memberikan layanan. Administrasi publik harus beradaptasi dengan perubahan sosial. Teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) berperan sebagai katalisator utama dalam transformasi birokrasi menuju sistem
pemerintahan yang lebih efisien yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Penerapan e-Government adalah salah satu inovasi utama yang muncul selama transformasi ini. Konsep ini
mencakup digitalisasi proses administrasi internal dan eksternal pemerintah, seperti perizinan online, sistem
informasi kepegawaian elektronik, dan layanan publik digital terpadu. Dengan inovasi baru ini, pelayanan publik
menjadi lebih mudah diakses dan lebih jelas. Namun, masih ada banyak masalah untuk diterapkan di Indonesia,
terutama terkait keterpaduan sistem antar lembaga dan perbedaan kemampuan teknologi antara pemerintah pusat
dan daerah. Program digitalisasi seringkali hanya bersifat simbolik dan seremonial tanpa dukungan infrastruktur
dan tenaga kerja yang memadai.

Internalitas birokrasi menimbulkan tantangan tambahan. Banyak aparatur sipil negara (ASN) tidak siap secara
mental maupun teknis untuk mengadopsi sistem digital. Kebiasaan lama yang kaku dan hierarkis seringkali
menghalangi respons yang cepat terhadap perubahan teknologi. Di tengah transformasi digital, birokrasi harus
lebih fleksibel dan inovatif dalam menyelesaikan masalah pelayanan. Akibatnya, peningkatan kapasitas ASN
dalam bidang teknologi informasi sangat penting. Pemerintah harus membangun lingkungan Kkerja yang
mendukung pembelajaran dan inovasi berkelanjutan.

Keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama, selain kesiapan sumber daya manusia. Jika kita terlalu
bergantung pada teknologi informasi, kita tidak bisa menjaga data pribadi kita atau kerahasiaan data negara kita.
Serangan siber, kebocoran data, dan manipulasi sistem adalah ancaman nyata yang dapat merusak reputasi
pemerintah. Oleh karena itu, setiap inovasi digital harus disertai dengan sistem keamanan siber yang kuat, tata
kelola data yang jelas, dan regulasi perlindungan data yang menghormati hak-hak masyarakat sebagai pengguna
layanan.

Peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat muncul sebagai hasil dari transformasi administrasi
publik. Memanfaatkan platform konsultasi daring, aplikasi pengaduan, dan media sosial, masyarakat dapat
menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan real-time. Ini merupakan transformasi yang signifikan dari
model pemerintahan yang tertutup ke model yang lebih terbuka dan partisipatif. Tetapi peningkatan partisipasi
harus diimbangi dengan kualitas pelayanan yang lebih baik, kecepatan respons birokrasi, dan transparansi proses
tindak lanjut. Keterbukaan hanya akan menjadi formalitas tanpa makna tanpanya.

Sebaliknya, sektor administrasi publik mulai menggunakan big data dan Al. Penggunaan data besar untuk prediksi
kebijakan, anggaran efisien, dan deteksi masalah sosial menjadi tren. Ini mendorong kebijakan pengambilan
keputusan yang lebih berbasis bukti. Namun, masalah kualitas dan integritas data yang digunakan muncul.
Akurasi, keseragaman, dan interoperabilitas data lintas lembaga masih menjadi masalah bagi banyak lembaga
pemerintah. Inovasi digital justru dapat menyesatkan kebijakan jika tidak memiliki data yang baik.

Reformasi kelembagaan adalah bagian penting dari transformasi digital. Digitalisasi layanan, pengembangan
sistem informasi, dan pengawasan transformasi birokrasi harus dilakukan oleh lembaga pemerintah. Kelembagaan
digital harus memiliki otoritas yang kuat dan tidak terjebak dalam sistem lama yang lambat. Agar inovasi tidak
berjalan sendirian, integrasi antar lembaga sangat penting. Kementerian PAN-RB dan lembaga digital pemerintah
seperti BSSN, BAKT]I, dan Kominfo harus diperkuat untuk membentuk ekosistem digital yang bekerja sama.

Regulasi untuk transformasi digital membutuhkan payung hukum yang kuat, jelas, dan fleksibel yang beradaptasi
dengan kemajuan teknologi. Banyak undang-undang dan peraturan saat ini belum menyesuaikan diri dengan
perkembangan digital. Oleh karena itu, regulasi harus diperbarui untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan
publik. Dalam pengembangan teknologi publik, undang-undang juga harus memungkinkan kolaborasi antara
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pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Metode yang melibatkan banyak pihak ini akan mempercepat
pencapaian tujuan transformasi administrasi digital secara lebih menyeluruh.

Transformasi digital mencakup perubahan dalam budaya organisasi selain penggunaan teknologi. Pelayanan
publik, orientasi pada hasil, dan budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi harus terus dibangun. Untuk birokrasi
digital, karakter ASN yang memiliki integritas tinggi, literasi digital, dan semangat kerja sama sangat diperlukan.
Dalam hal ini, perubahan perspektif dan penciptaan prinsip baru merupakan komponen yang tidak kalah penting
dari pembangunan infrastruktur teknologi. Transformasi yang sukses adalah yang menyentuh dasar budaya
organisasi dan membuatnya selaras dengan zaman.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyatakan bahwa pergeseran administrasi publik di era digital merupakan
keniscayaan yang perlu diperhatikan. Meskipun inovasi teknologi dapat menjadi solusi atas banyak masalah klasik
birokrasi, hanya akan berhasil jika didukung oleh reformasi kelembagaan, regulasi yang progresif, sumber daya
manusia yang adaptif, dan kolaborasi lintas sektor. Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
sistem administrasi publik, tantangan yang ada harus dipandang sebagai pendorong.

4. Kesimpulan

Dalam era digital, transformasi administrasi publik adalah hasil dari perubahan global yang ditandai oleh kemajuan
dalam teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini tidak hanya membutuhkan perubahan teknis dalam operasi
birokrasi, tetapi juga membutuhkan pergeseran paradigm untuk tata kelola pemerintahan yang lebih jelas, efektif,
dan bertanggung jawab. Inovasi digital seperti e-government, pemanfaatan big data, dan penerapan layanan publik
berbasis aplikasi telah meningkatkan partisipasi publik dan kualitas pelayanan. Namun demikian, banyak
tantangan terus muncul saat menjalankannya. Ini termasuk resistensi budaya organisasi, keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia, fragmentasi sistem antar divisi, dan kerentanan keamanan siber. Penelitian ini menemukan
bahwa transformasi administrasi publik di era digital sangat bergantung pada empat pilar utama yaitu kesiapan
teknologi, kemampuan sumber daya manusia, kerangka regulasi yang adaptif, dan sinergi lintas sektor antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan digital harus dikombinasikan dengan
pembentukan nilai-nilai baru dalam birokrasi, seperti keterbukaan, inovasi, dan pelayanan berbasis kebutuhan
publik. Tanpa adanya pendekatan digital, tidak akan ada pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, transformasi
administrasi publik harus dilihat sebagai proses reformasi yang mencakup aspek struktural, kultural, dan
manajerial dari tata kelola pemerintahan, dan tidak hanya program teknis. Pemerintah harus terus mendorong
transformasi ini dengan menggunakan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan
zaman dan memenuhi harapan masyarakat untuk layanan negara yang lebih cepat, transparan, dan inklusif.
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